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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78 TAHUN 2021  

TENTANG 

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi 

yang terintegrasi dan dalam menjalankan 

ketenaganukliran serta keantariksaan dan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah 

dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1997 tentang Ketenaganukliran dan Pasal 38 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan, perlu dibentuk Badan Riset dan 

lnovasi Nasional; 

  b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 

tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional masih 

terdapat kekurangan dan belum menampung 

perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi 

nasional yang mendasarkan pada Haluan Ideologi 
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Pancasila, sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Riset 

dan Inovasi Nasional; 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5435); 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6374); 

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN RISET DAN 

INOVASI NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Riset dan lnovasi Nasional yang selanjutnya 

disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, 

pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 

invensi dan inovasi, penyelenggaraan 

ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan 

yang terintegrasi. 

2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah 

organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan 

teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan 

ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan 

keantariksaan. 

3. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya 

disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang 

menyelenggarakan penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi 

yang terintegrasi di daerah. 

4. Infrastruktur riset adalah seluruh sarana dan 

prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam 

bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data. 
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BAB II 

KEDUDUKAN 

 

Pasal 2 

BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

 

BAB III 

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 

serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan 

ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan 

secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan 

monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, BRIN menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, 

dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka 

penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan 

nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan 

berpedoman pada nilai Pancasila; 

b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset 

dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan 

penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, 

serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan 
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ketenaganukliran, dan penyelenggaraan 

keantariksaan; 

c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, 

pengembangan profesi, manajemen talenta, dan 

pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia 

ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset 

dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan 

pemanfaatan riset dan inovasi; 

d. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, 

program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya 

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan 

ketenaganukliran, dan penyelenggaraan 

keantariksaan; 

e. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, 

penyelenggaraan ketenaganukliran, dan 

penyelenggaraan keantariksaan; 

f. pengawasan dan pengendalian penelitian, 

pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 

invensi dan inovasi, penyelenggaraan 

ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan; 

g. pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada 

masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi 

yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

h. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan 

pengembangan sistem informasi penelitian, 

pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 

invensi dan inovasi, penyelenggaraan 

ketenaganukliran, dan penyelenggaraan 

keantariksaan; 

i. pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan 

inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, 
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